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ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 
30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak 
Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian 
Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam rangka Pemenuhan Persyaratan 
Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang 
Berbentuk Perseroan Terbuka.  

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN 
No.4916), PP 30 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.152,TLN No.6530), Perpres RI 57 
Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 
2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib 
Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22% (dua 
puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021 
dan 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Wajib 
Pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah 
keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia 
paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan memenuhi persyaratan tertentu 
dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif Pajak 
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Dalam hal Wajib Pajak tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pajak Penghasilan 
terutang dihitung dengan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 September 2020 dan 
diundangkan pada tanggal 2 September 2020. 

   Lampiran halaman 11-17. 

 


